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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan

Daerah disebutkan bahwa Camat mendapatkan

pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang

didasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai

dengan karalrteristik kecamatan dan/atau kebutuhan

masyarakat pada kecamatan yan;g bersangkutan yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota

berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati

Natuna kepada Camat untuk melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Natuna

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dinilai tidak

relevan dengan dinamika perkembangan

penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tafa:

kelola pemerintahan yang baik;

b.



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati

Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902l,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat ,1.

2.



I
3.

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang

Cipta Kerja (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 62061;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2OI3 TENTANG PELIMPAHAN

SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK

MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2OL3 tentang

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada

Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL3 Nomor 48)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Menetapkan :



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2.2 T,i( >orr

lfi. serncrARrs DAERAH KABUeATEN NAruNlL

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O2A NOMOR ,7

HENDRA KUSUMA


